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ABSTRACT

The National Strategic Project (Proyek Strategis Nasional) represents a
government effort to achieve equitable infrastructure development across
various regions. Land acquisition is a crucial process in preparing land for
development projects; however, although planning has been established, delays
still occur during implementation. This study aims to identify the obstacles and
solutions applied in the implementation of compensation for waqf (endowment)
land in the land acquisition process for the construction of the Cibeet Dam in
Cariu Village and Kutamekar Village, Cariu Sub-district, Bogor Regency. This
research discusses the compensation mechanism for waqf land and analyzes the
obstacles encountered as well as the solutions to overcome them, based on
Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor
25 tahun 2018. This study employs a qualitative research method with a
descriptive approach.

The research findings identify several problems, namely: unclear
appointment of the nazhir (waqf administrator), the absence of designated
replacement land, and insufficient coordination among relevant institutions.
These problems require appropriate solutions to ensure the process runs
according to plan. Several solutions can be applied in the implementation
process, including: socialization of the registration of the Wagqf Pledge Deed
(Akta lkrar Wakaf), acceleration of the nazhir appointment and Wagqf Pledge
Deed registration, provision of down payment assistance and replacement land
recommendations from village officials, improved coordination among
institutions, and transparent implementation of the land acquisition process.
Keywords: Compensation, Problem and Solutions, Land Acquisition, Wagqf
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BAB1I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah saat ini sedang fokus melakukan pemerataan pembangunan
infrastruktur untuk kepentingan umum yang cukup pesat diberbagai daerah.
Peningkatan pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia terus mengalami
peningkatan dari waktu ke waktu. Berbagai kegiatan pembangunan yang sudah
ada seperti rumah sakit, gedung, proyek jalan, stasiun kereta api, tempat ibadah,
sekolah, pasar, bendungan serta infrastruktur lainnya yang pada dasarnya
pembangunan sangat memerlukan tanah sebagai unsur utama (Yusuf dkk.,
2023). Pemenuhan kebutuhan berbagai fasilitas infrastruktur publik tersebut
merupakan menjadi bagian tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan
kebutuhan pembangunan yang diperlukan dan peningkatan kesejahteraan
rakyat.

Pemerintah Pusat dan Daerah, serta badan usaha dalam mencapai tujuan
tersebut, pemerintah merancang program Proyek Strategis Nasional (PSN).
Kegiatan pembangunan infrastruktur diberbagai wilayah tersebut yakni
memiliki tujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, serta untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Permen PUPR Nomor 23
Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020-2024,
pemerintah membangun infrstruktur di bidang konektivitas, keciptakaryaan
perumahan dan sumber daya air yang dibangun sebanyak 64 unit bendungan.
Pembangunan infrastruktur pada sektor tersebut merupakan prioritas
pembangunan yang menjadi target utama yang dilakukan Kementrian Pekerjaan
Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) Tahun 2020-2024 yang menjadi upaya
pemerintah dalam memenuhi kebutuhan serta peningkatan kualitas hidup
masyarakat. Menindaklanjuti Peraturan tersebut, serta adanya Surat Edaran
Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Nomor; 07/SE/D/2020 tentang Rencana
Strategis Direktorat Jendral Sumber Daya Air Tahun 2020-2024. Balai Besar

Wilayah Sungai Citarum menyusun Rencana Strategis Balai Besar Wilayah



Citarum Tahun 2020-2024 yang diharapkan rencana tersebut dapat
mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera.

Pembangunan yang dilakukan untuk upaya peningkatan dalam pemanfaatan
sumberdaya air dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar Kawasan
Citarum, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum dengan melanjutkan Renstra
sebelumnya merencanakan sebanyak 35 bendungan yang sudah masuk dalam
rencana strategis. Salah satunya adalah Bendungan Cibeet yang termasuk ke
urutan 6 dari 35 bendungan yang menjadi rencana Pembangunan bendungan di
wilayah Sungai Citarum. Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten
Bogor Nomor 11 Tahun 2026 Tentang RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2016-
2036 disebutkan bahwa dalam perencanaan tata ruang sudah terdapat rencana 6
Pembangunan Bendungan yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah, salah
satunya adalah pembangunan Bendungan Cibeet.

Pemerintah dalam merencanakan pembangunan sarana prasana untuk
kepentingan umum tentu saja akan dihadapi pada permasalahan, salah satunya
hambatan terhadap ketersediaan lahan untuk area pembangunan. Keterbatasan
lahan yang tersedia di lapangan mewajibkan pemerintah melakukan
pembebasan atau pelepasan tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Adriansa dkk.,
(2020) menjelaskan bahwa supaya pembangunan tetap dapat dilaksanakan,
tersedianya lahan pada proses pembangunan terhadap kepentingan umum
sangat dibutuhkan. Pemerintah melakukan langkah pengadaan tanah untuk
memperoleh lahan yang diperlukan dalam pembangunan. Salah satunya
melakukan pembebasan hak tanah milik masyarakat atau badan hukum dengan
mekanisme pengadaan tanah.

Pengadaan Tanah pada dasarnya dilakukan dengan proses pemberian ganti
kerugian yang diberikan harus dilakukan dengan layak yang adil seperti yang
diamanatkan pada Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam
pengadaan tanah, pemerintah dan lembaga-lembaga terkait yang memiliki tugas
dalam penyelengaraan pengadaan tanah untuk membebaskan hak-hak atas tanah

milik masyarakat harus tetap sesuai dengan prosedur yang berlaku, tidak
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dilakukan dengan tindakan yang sembarangan, serta tetap menghormati
terhadap hak hak yang dimiliki masyarakat agar mewujudkan kesejahterahan
pihak yang terlibat (Nyimasmukti, 2020).

Pada proses pengadaan perlunya dilakukan secara tepat sesuai dengan
mekanisme yang ada seperti yang sudah ada didalam Peraturan perundangan —
undangan. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum juncto Peraturan Pemerintah No 19
Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum disebutkan bahwa terdapat 4 (empat) tahap pada
proses pengadaan tanah yaitu perencanan, persiapan, pelaksanaan dan
penyerahan hasil. Pada setiap proses sudah dilakukan penetapan waktu atau
timeline untuk mencapai waktu yang sudah direncanakan. Pada pelaksanaan
pengadaan tanah bagi kepentingan umum sering terjadi ketidaksesuain terhadap
jadwal yang sudah direncanakan. Hal tersebut terjadi karena adanya beberapa
kendala dalam tahap pengadaan tanah yang berlangsung di lapangan (Fauziyah
dkk., 2025). Proses yang paling memakan waktu cukup lama yaitu pada proses
pelaksanaan, karena pada tahap tersebut adanya kegiatan musyawarah antara
instansi yang memerlukan tanah terhadap pemilik atau yang mengusainya baik
tanah milik masyarakat atau pemerintah terkait penetapan bentuk ganti kerugian
objek yang terdampak.

Alifika El Ula & Silviana (2023) mengungkapkan proyek-proyek untuk
kepentingan umum pada setiap daerah sering kali menemukan berbagai masalah
dalam melakukan pembebasan tanah, salah satunya pada tanah yang berstatus
tanah wakaf. Proses ganti kerugian pada tanah wakaf termasuk ke dalam tanah
khusus yang memiliki pengaturan tersediri serta bentuk ganti kerugiannya
berbeda pada umumnya. Mekanisme pembebasan yang dilakukan untuk
mendapatkan hak atas tanah berupa tanah wakaf memiliki proses khusus,
prosesnya berbeda dengan perolehan hak atas tanah milik perseorangan (Fahmi
dkk., 2024). Dalam pelaksanaan proses mencapai ganti kerugian berupa tanah
pengganti tersebut dilakukan dengan proses yang tidak sebentar dan
membutuhkan waktu yang cukup panjang. Dalam Pasal 41 Undang-Undang
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Nomor 41 Tahun 2004 juncto Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2006 disebutkan bahwa tukar menukar tanah wakaf dapat dilaksanakan jika
sudah adanya izin tertulis dari Menteri Agama Republik Indonesia atas dasar
pertimbangan dari pihak Badan Wakaf Indonesia serta berdasarkan
rekomendasi dari tim penetapan. Berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disebutkan bahwa ganti kerugian pada
tanah wakaf harus dalam bentuk tanah pengganti dengan dilakukan pertukaran
oleh tanah pengganti, paling sedikit sama dengan nilai dan manfaat tanah wakaf
semula. Salah satu pengadaan tanah untuk pembangunan pada proyek
Bendungan Cibeet teridentifikasi terdapat tanah wakaf yang menjadi objek
bagian dari proses pemberian ganti kerugian.

Berdasarkan Perencanaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) dalam rencana dan progres pengadaan tanah pembangunan
Bendungan Cijurey dan Bendungan Cibeet tersebut dijelaskan bahwa untuk
pembangunan Bendungan Cibeet pada Kecamatan Cariu, membutuhkan tanah
seluas 1.670 Ha yang terdiri dari 8 desa yang menjadi objek lokasi pengadaan
tanah. Pada pelaksanaan pengadaan tanah yang sudah dilakukan yaitu hanya
pada Kecamatan Cariu, yang dimana pada Kecamatan tersebut terdapat 2 desa
yaitu Desa Cariu Dan Desa Kutamekar yang menjadi objek pengadaaan tanah.
Pada proses pengadaan tanah yang dilakukan di Desa Cariu Dan Desa
Kutamekar diharapkan selesai pada tahun 2024 dan 2025 tetapi pembebasan
tanah yang sudah dilakukan hanya terhadap pembebasan tanah hak milik
masyarakat tetapi pada tanah khusus berupa tanah wakaf belum dilakukan ganti
kerugian, dikarenakan ganti kerugian tanah wakaf dilakukan mekanisme secara
khusus berupa dengan proses tukar menukar harta benda wakaf yaitu berupa
penyediaan tanah pengganti. Pada lokasi tersebut teridentifikasi terdapat tanah
wakaf yang terdampak terdapat 1 tanah wakaf di Desa Cariu dan 9 tanah wakaf
di Desa Kutamekar yang belum dilakukan pembebasan berupa tanah

penggantinya.



Berdasarkan hal tersebut, peneliti memiliki ketertarikan untuk
membahas lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelepasan tanah wakaf. Hal ini
menarik bagi peneliti untuk dikaji lebih lanjut dikarenakan pada tanah hak milik
perseorangan atau hak milik masyarakat sudah dilakukan ganti kerugian,
sedangkan pada tanah wakaf belum dilakukan pembebasan tanah wakaf.
Keterlambatan pembebasan tanah wakaf tersebut tidak sesuai dengan target
waktu yang sudah ditentukan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
hambatan serta memperoleh solusi terbaik dalam proses pelaksanaan pengadaan
tanah di Kabupaten Bogor. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti akan memilih
judul sebagai berikut “Analisis Hambatan Dan Solusi Penyelesaian Ganti
Kerugian Tanah Wakaf Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan
Bendungan Cibeet Di Desa Cariu dan Desa Kutamekar Kecamatan Cariu
Kabupaten Bogor”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses pembebasan tanah wakaf dalam kegiatan pengadaan
tanah untuk pembangunan Bendungan Cibeet di Desa Cariu dan Desa
Kutamekar, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor?

2. Apasaja hambatan dan solusi yang dilakukan pada proses pelaksanaan ganti
kerugian tanah wakaf dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan
Bendungan Cibeet di Desa Cariu dan Desa Kutamekar, Kecamatan Cariu,
Kabupaten Bogor?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1) Tujuan Penelitian
Tujuan berdasarkan rumusan masalah yang di atas yaitu untuk
mengetahui:

a. Menganalisis proses ganti kerugian tanah wakaf untuk pengadaan tanah
pembangunan Bendungan Cibeet di Kabupaten Bogor berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam
proses ganti kerugian tanah wakaf untuk pengadaan tanah

pembangunan Bendungan Cibeet di Kabupaten Bogor.



c. Merumuskan strategi penyeselesaian permasalahan dalam proses ganti
kerugian tanah wakaf untuk pengadaan tanah pembangunan Bendungan
Cibeet di Kabupaten Bogor.

2) Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan peneliti yang sudah ditulis, diharapkan penelitian
ini dapat memberikan manfaat untuk:
A. Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi pengembangan ilmu hukum agraria
khususnya mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan
kepentingan umum yang berkaitan dengan tanah wakaf sebagai objek
pengadaan tanah

2. Memperkaya kajian keilmuan tentang hukum agrarian dan hukum
wakaf melalui analisis mengenai proses ganti kerugian tanah wakaf,
hambatan yang terjadi serta solusi penyelesain berdasarkan prosedur
yang berlaku.

3. Pengembangan konsep, kepastian hukum, kemanfaatan dan
perlindungan hukum dalam pemberian ganti rugi tanah wakaf pada
pengadaan tanah sehingga menjadi referensi dalam penelitian
selanjutnya dan implementasi hukum dalam pelaksanaan pengadaan
tanah.

B. Manfaat Praktis
1. Bagi Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan
dalam penyempurnaan kebijakan serta untuk mengetahui mengenai
pelaksaaan ganti kerugian tanah wakaf pada pengadaan tanah untuk
kepentingan umum.

2. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II

Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam
pelaksanaan ganti kerugian tanah wakaf dan diharapkan dapat

membantu mengenai rekomendasi dalam mengatasi permasalahan



yang terjadi pada proses ganti kerugian tanah wakaf pada pelaksanaan
pengadaan tanah.
. Bagi Badan Wakaf Indonesia

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat dalam
memberikan pembinaan, pengawasan dan pertimbangan tukar
menukar harta benda wakaf agar tetap menjaga keberadaan terhadap
fungsi dan tujuan harta benda wakaf.
. Bagi Instansi yang memerlukan tanah

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam
pelaksanaan ganti kerugian tanah wakaf agar proses pengadaan tanah
tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
. Bagi Masyarakat

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan
khususnya para pihak wakif dan nazhir dalam memahami proses ganti
kerugian tanah wakaf serta terkait hak dan kewajiban yang perlu
diperlu dipenuhi dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi harta benda

wakaf yang terdampak.



BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan
Pada kegiatan ganti kerugian tanah wakaf pada pengadaan tanah untuk

Pembangunan Bendungan Cibeet, banyaknya ditemukan berbagai rintangan

atau hambatan yang menybebabkan terhambatnya proses ganti kerugian yang

sedang berlangsung. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan,
peneliti menarik Kesimpulan antara lain:

1. Pada pelaksanaan ganti rugi tanah wakaf di pengadaan tanah pembangunan
Bedungan Cibeet di Kabupaten Bogor secara keseluruhan belum adanya yang
terselesaikan proses tukar menukar tanah wakaf dikarenakan belum adanya
terlaksanakannya proses musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian. Hal
ini disebabkan implementasi pelaksanaan ganti kerugian belum sepenuhnya
berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena pada kenyataan
dilapangan mendahulukan pencarian tanah pengganti dahulu tanpa
mendahulukan berjalankan kegiatan musyawarah penetapan bentuk ganti
rugi. Hal ini menyebabkan proses ganti kerugian tanah wakaf memakan
waktu yang cukup lama serta akan berpengaruh terhadap terhambatnya proses
ganti kerugian tanah wakaf ketahap selanjutnya.

2. Beberapa kendala ganti kerugian tanah wakaf untuk pembangunan
Bendungan Cibeet yang ditemukan dilapangan sebagai berikut:

a. Belum adanya pihak nazhir secara jelas yang berhak atas tanah wakaf
tersebut. Permasalahan ini muncul yang disebabkan karena sabagian besar
pihak nazhir hanya dilakukan wakaf lisan tanpa adanya pendaftaran nazhir
melalui Kantor Agama setempat serta tidak adanya kepimilikan AIW yang
dimiliki oleh nazhir lalu hal serupa terjadi pada Kampung Leuwi Anjing,
pada daerah tersebut terdapat tanah wakaf yang belum adanya pihak nazhir
saat proses inventarisasi serta pihak yang ditunjuk sebagai pihak nazhir
berperilaku kurang partisipasi atas pelaksanaan ganti kerugian tanah wakaf

ini.
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b. Permasalahan selanjutnya yaitu belum adanya tanah pengganti.
Permasalahan ini disebabkan pihak nazhir yang belum diketahui secara
jelas serta belum adanya kegiatan musyawarah kesepakatan penetapan
ganti kerugian yang ikuti oleh pihak nazhir sehingga pihak nazhir belum
diketahui secara jelas terhadap besaran bentuk ganti kerugian dari hasil
penilaian yang sudah dilakukan. Hal ini terjadi pada tanah wakaf dalam
bentuk Masjid al- Husna dan Majelis Taklim dan Mushola Miftahulfalan.
Pihak nazhir atas tanah wakaf tersebut merasa keberatan untuk mencari
tanah pengganti karena tidak mengetahui hasil penilaian yang menjadi
acuan dalam mencari tanah penggantinya dan terdapat beberapa penjual
tanah tersebut yang meminta uang jaminan untuk kepastian pembelian
tanah pengganti yang sudah ditunjuk.

c. Permasalahan lainnya yaitu kurangnya koordinasi antar pihak pengadaan
tanah. Permasalahan yang terjadi dikarenakan ketidaksinkronan terkait
kelengkapan dokumen dan ketidaksesuaian proses pengadaan tanah yang
dilakukan oleh pihak BPN dengan pihak KUA dan instansi yang
memerlukan tanah. Kurang koordinasi ini berpengaruh juga antara pihak
nazhir dengan pihak KUA dikarena tidak adanya komunikasi terkait
kendala yang terjadi pada proses mencari tanah pengganti. Permasalahan
ini sangat berpengaruh atas kelancaran proses pengadaan tanah.

3. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul pada saat
pelaksanaan ganti rugi tanah wakaf pengadaan tanah untuk pembangunan
Bendungan Cibeet yaitu adanya kegiatan sosialisasi pendaftaran AIW yang
dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Cariu serta instansi
yang memerlukan tanah, Percepatan Penetapan nazhir serta pendaftaran AIW
yang dilakukan terhadap beberapa tanah wakaf yang belum jelas.
Berdasarkan pada Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN
Nomor 1/SE/II/2018 juncto Pasal 12 UU Nomor 2 tahun 2017, Adanya
bantuan uang muka serta rekomendasi tanah pengganti dari perangkat desa,
Peningkatan koordinasi antar pihak nazhir serta panitia pelaksanaan

pengadaan tanah, Pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan dengan transparan
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oleh berbagai pihak yang berwenang salah satunya pada hasil penilaian yang
sudah dilakukan hal tesebut sesuai dengan asas pengadaan tanah yaitu asas
keterbukaan yang dijelaskan pada pasal 2 UU No 2 tahun 2012 Tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
B. Saran
Berdasarkan dari proses pelaksanan ganti kerugian tanah wakaf yang
sudah dijelaskan oleh penilliti, yang Dimana dalam pelaksanaanya ditemukan
beberapa Kendal yang perlu dihadapi serta adanya upaya yang perlu dilakukan
untuk mengatasi hal tersebut. Dengan Hal tersebut terdapat beberapa saran
yaitu:

a) Para pihak panitia pelaksanan pengadaan tanah terutama pihak BPN dengan
pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Cariu dan pihak instansi yang
memerlukan tanah yaitu BBWS segera mungkin melakukan musyawarah atas
kendala yang terjadi pada pelaksanaan ganti kerugian tanah wakaf. Perbedaan
pemahaman terkait proses ganti kerugian tanah wakaf yang dilakukan oleh
Pihak KUA dan BBWS ini perlu dilakukan evaluasi agar prosesnya berjalan
selaras dengan pihak BPN dan sesuai dengan amanatkan oleh peraturan yang
ada.

b) Pihak KUA harus berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran para Pihak
Nazhir terhadap pentingnya terkait pendaftaran Akta Ikra wakaf untuk segera
mungkin memiliki bukti yang sah atas harta benda wakaf yang dikelolanya.

¢) Adanya percepatan dalam proses penunjukan nazhir pada kegiatan pengadaan
tanah jika belum adanya pihak nazhir secara jelas sehingga dapat
terpenuhinya proses kelengkapan dokumen, salah satunya bertujuan untuk
penyiapan pembuatan AIW seperti yang dijelaskan dalam Surat Edaran
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 1/SE/III/2018 juncto
Pasal 12 UU Nomor 2 tahun 2017.
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